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Pemprov Kalsel Ajukan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah 

 

 
Sumber gambar: 

https://dprdkalselprov.id/dprd-kalsel-gelar-rapat-paripurna-terkait-penjelasan-gubernur-atas-

dua-raperda-pengelolaan-keuangan-daerah/ 

 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan dua Rancangan Peraturan 

Daerah (Raperda) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Tahun 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel, pada rapat 

paripurna di Banjarmasin, Senin (23/5). 

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel Dr. 

(HC) H. Supian HK, S.H., M.H., didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel 

Hj. Mariana, S. Ab. M.M serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan Ir. Roy Rizali Anwar, ST. MT. serta Anggota DPRD Provinsi Kalsel lainnya. 

Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar mengatakan, Raperda tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan penyusunan kembali untuk 

menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yang sebelumnya diatur 

dalam Peraturan Daerah Kalsel Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

"Penyempurnaan dilakukan dalam rangka menjaga tiga pilar tata pengelolaan 

keuangan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif," kata Roy saat 

membacakan sambutan gubernur. 
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Ia menjelaskan, seluruh kegiatan dalam manajemen keuangan daerah yang 

diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah itu, dijalankan oleh pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan. 

"Jadi, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam satu 

sistem yang terintegrasi, yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan 

melalui Perda dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik," ungkap Roy. 

Selanjutnya Roy menyampaikan, Raperda tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 2021 ini lebih diarahkan pada penjelasan mengenai 

pertanggungjawaban keuangan. 

"Penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD berupa output program 

maupun kegiatan telah dijelaskan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir 

Tahun 2021 dan mendapatkan rekomendasi dari DPRD," lanjut Roy. 

Ia menyebutkan, ada tujuh laporan keuangan yang telah diaudit Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), di antaranya laporan realisasi anggaran, 

laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, neraca, 

laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. 

"Dari laporan itu dapat diperoleh informasi yang cukup, yang disusun berdasarkan 

standar akuntansi pemerintah berbasis aktual," kata Roy. 

 

Sumber berita: 

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/328821/pemprov-kalsel-ajukan-raperda-

pengelolaan-keuangan-daerah, 23 Mei 2022.  

2. https://dprdkalselprov.id/dprd-kalsel-gelar-rapat-paripurna-terkait-penjelasan-

gubernur-atas-dua-raperda-pengelolaan-keuangan-daerah/, 23 Mei 2022. 

 

Catatan: 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan 

Pasal 14 

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi 

materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan 

serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan 

Perundangundangan yang lebih tinggi. 

Pasal 39 
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Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda 

Kabupaten/Kota. 

Pasal 45 

(1) Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta 

Rancangan UndangUndang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan 

Prolegnas. 

(2) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan: 

a. otonomi daerah; 

b. hubungan pusat dan daerah; 

c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; 

d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan 

e. perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Pasal 61 

(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi 

disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur. 

(2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan 

dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.  

 

 

 

Pasal 81 

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundangundangan harus diundangkan 

dengan menempatkannya dalam: 

a. Lembaran Negara Republik Indonesia; 

b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; 

c. Berita Negara Republik Indonesia; 

d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; 

e. Lembaran Daerah; 

f. Tambahan Lembaran Daerah; atau 

g. Berita Daerah. 

Pasal 86 
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(1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah 

Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

(2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita 

Daerah. 

(3) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh 

Sekretaris Daerah. 

 

UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama 

Bupati/Walikota. 

Pasal 58 

(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan 

Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat 

kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. 

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan 

Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau 

lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan 

Peraturan  Perundang-undangan. 

 

UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Pasal 97D 

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis 

terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan 

kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/ Kota. 

Pasal 99 
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Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 

ayat (l), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan 

Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota mengikutsertakan analis legislatif dan tenaga ahli. 


